





A. Latar Belakang 
Manusia dan hewan diciptakan untuk saling berdampingan serta saling melengkapi. 
Maka manusia dengan hewan sudah seharusnya dapat menjalin hubungan yang erat dan 
saling menyayangi, manusia yang seharusnya menjaga kelestarian hewan dengan baik, 
namun sangat disayangkan bahwa kenyataannya manusia sangat sering berperilaku 
buruk serta sewenang-wenang terhadap hewan dengan melaksanakan perburuan hewan 
secara tamak dan penganiayaan terhadap hewan.  
 Berlandaskan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang 
bunyinya yakni “Negara Indonesia yakni negara hukum”. Maka setiap hal yang 
berhubungan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah diatur 
berlandaskan hukum yang berlakuDengan seiring perkembangan jaman segala tindak 
kejahatan sudah sangat banyak, termasuk di dalamnya kejahatan terhadap hewan. Oleh 
sebab itu demi menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di 
Indonesia, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 302 
dan 540 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan 
kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan 
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, untuk melindungi hewan dari para 
pelaku kejahatan terhadap hewan. Diharapkan dengan adanya beberapa aturan-aturan 
seperti diatas, masyarakat dapat lebih menghargai sesama makhluk hidup, termasuk 
hewan sekalipun. Kemudian diharapkan setiap masyarakat dapat menyadari tanggung 
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jawabnya masing-masing untuk dapat bersama-sama bersama dengan pemerintah 
dalam upaya penegakkan keputusan perihal kesejahteraan hewan. Partisipasi dari 
masyarakat ini menjadi hal yang sangat pentingoleh sebab itulah pada saat ini dalam 
penegakkan hukum pada bidang kesejahteraan hewan sungguh masih sangat jauh dari 
kata memadai. Oleh sebab itu hal yang menjadi suatu kendala akan minimnya 
kesadaran dalam masyarakat Indonesia terhadap kesejahteraan hewan.  
 Hingga saat ini pun masih sering dijumpai banyak manusia yang tak 
menghargai keberlangsungan hidup hewan-hewan disekitar mereka. Ada 5 (lima) asas 
kesejahteraan hewan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang perlu 
diperhatikan oleh manusia selaku pemilik hewan, dalam rangka memastikan bahwa 
hewan itu telah dapat dikatakan hidup sejahtera: 
1. Terbebas dari kelaparan, kehausan dan kekurangan nutrisi (malnutrisi) 
2. Terbebas dari rasa sakit dan tak nyaman. 
3. Terbebas dari ketakutan dan tekanan. 
4. Terbebas dari kesakitan, luka serta penyakit. 
5. Memiliki kebebasan untuk berekspresi dan berperilaku normal.1 
 Sangat disayangkan sekelompok orang bahkan semakin terbuka saat 
melaksanakan tindak penganiayaan hewan. Sering sekali ditemui di social media, 
orang-orang yang dengan bangga memamerkan hasil tindak penganiayaan mereka 
terhadap hewan. Contohnya ada yang menembak beberapa kucing, kemudian di sebar 
luaskan di internet dengan bangganya dan mungkin disertai harapan agar dia terlihat 
gagah dan pemberani. Serta ada sekelompok muda-mudi yang beberapa saat lalu  
                                                             




merekam tindakan penganiayaannya terhadap kucing dengan meminumkan minuman 
beralkohol kepada kucing yang bahkan masih bayi, sehingga kucing tersebut berjalan 
tak tentu arah dan tampak lemas tak berdaya, namun alih-alih membantu kucing 
tersebut justru mereka menertawakan kucing tersebut seolah-olah tindak penganiayaan 
yang telah mereka lakukan yakni lelucon yang menghibur. Sudah jelas tindakan diatas 
sangat disayangkan, karena kucing-kucing tersebut tak memiliki salah apapun kepada 
mereka namun justru kucing tersebut menjadi seolah-olah mainan yang tak bernyawa 
bagi mereka. Apabila tindak penganiayaan seperti diatas tak segera ditangani, akan 
banyak hewan-hewan lain yang akan tersakiti oleh orang-orang yang tak 
bertanggungjawab dan tak memiliki rasa empati kepada sesama makhluk hidup. 
 Penganiayaan hewan biasanya dilakukan oleh pelaku untuk dapat memperoleh 
rasa puas atau pelaku tersebut memiliki keuntungan tersendiri dalam melakukan hal 
tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana takmengatur terkait maksud 
istilah “penganiayaan”.2Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melaksanakan 
penindasan dan penyiksaan. 
 Contoh kasus penganiayaan hewan yang pernah terjadi di Indonesia antara 
lain kasus penusukan mata 12 ekor kucing di Pontianak,3 kasus penganiayaan 
kucing dengan meminumkan ciu dengan paksa kepada seekor kucing di 
Tulungagung,4 kasus pembakaran anjing oleh seorang pengemudi ojek online di 
                                                             
2  M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986, Hlm. 132. 
3 Rachmawati, Duduk Perkara Kasus Penusukan Mata 12 Kucing, Pelaku Dibawa ke 
Rumah Sakit Jiwa,https://pontianak.kompas.com , diakses 11 November 2020, jam 13.15 
WIB. 
4 Chandra Iswinarno, Viral Kucing Dicekoki Ciu, Pemilik Kafe Dilaporkan Dugaan 
Melanggar UU ITE, https://jogja.suara.com , diakses 11 November 2020, jam 13.18 WIB. 
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Jakarta,5 kasus penembakan orangutan di Medan dan di Aceh,6 kasus penganiayaan 
hewan dengan menggantung seekor kucing di Bali,7 hingga kasus penembakan 
burung dilindungi (4 ekor burung jenis Raja Udang Biru dan seekor burung jenis 
Cekakak Suci).8 
 Namun hingga saat ini masih banyak kasus penyiksaan terhadap hewan yang 
tak dilaporkan oleh warga kepada aparat yang berwenang. Sehingga rata-rata 
masyarakat ketika menjumpai seseorang yang melaksanakan tindak penganiayaan 
hewan hanya sekedar diberi teguran saja dan sanksi sosial, padahal hewan juga 
yakni makhluk hidup yang keberlangsungan hidupnya dilindungi oleh hukum. 
Salah satu alasan terbesar yang menyebabkan penganiayaan hewan semakin banyak 
terjadi yakni karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesejahteraan 
hewan. Serta sanksi yang terhitung ringan bagi pelaku tindak penganiayaan hewan 
dan juga aparat yang berwenang kurang tegas dalam menghadapi tindak 
penganiayaan hewan. 
 R. Soesilo, pada buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (1974), menjelaskan 
terkait beberapa bentuk suatu tindakan yangdapat digolongkan sebagai tindak pidana 
penganiayaan hewan. Yakni antara lain: tindakan yang dengan sengaja menyakiti, 
melukai, maupunjuga merusak kesehatan dari hewan; tak memberikan makanan 
                                                             
5 Ryana Aryadita Umasugi, Kasus Anjing Dibakar Hidup-Hidup, Driver Ojek Online Jadi 
Tersangka dan Tidak Ditahan, https://megapolitan.kompas.com , diakses 11 November 
2020, jam 13.24 WIB. 
6 Santi Dewi, Diserang 2 Remaja Hingga Buta, Ini Kronologi Penembakan Orangutan Hope, 
https://sumut.idntimes.com , diakses 11 November 2020, jam 13.30 WIB. 
7 Imam Rosidin, Viral Kucing Disiksa dengan Digantung di Bali, Pengunggah Foto 
Dipolisikan, https://bali.tribunnews.com , diakses 11 November 2020, jam 13.55 WIB. 
8 Yoseph Hary W, RajaUdang Biru hingga Cekakak Suci 5 Burung Langka Asli Indonesia 




maupun minuman; dan tindakan yang keluar keluar dari batas kelaziman. R.Soesilo 
pun juga menyebutkan tindakan penganiayaan hewan yang masih sangat sering 
dilalaikan yakni antara lain: memotong ekor dan kuping anjing untuk keindahan, 
mengebiri, mengeksplotasi hewan untuk sirkus, serta menggunakan hewan sebagai uji 
coba kedokteran (vivisectie) di luar batas wajar.  
 Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis 
skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum 
Positif Di Indonesia”. 
B. Rumusan Masalah 
Berlandaskan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang 
akan dibahas yakni: 
1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam 
hukum positif di Indonesia? 
2. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan hewan 
dalam hukum positif di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini, yakni: 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana 
penganiayaan hewan dalam hukum positif di Indonesia 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan pengaturan hukum tindak 
pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif di Indonesia 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis, yakni: 
1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penulisan ini diharapkan agar dapat mengembangkan teori dan konsep 
yang terdapat dalam hukum pidana, serta khususnya mengenai tindak pidana 
penganiayaan terhadap hewan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu 
juga sebagai pengembangan dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu 
pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna 
dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah 
setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum 
pidana. 
2. Manfaat Praktis 
Kegunaan penulisan ini yakni untuk kegunaan penulis sendiri dalam rangka, 
pengembangan serta menjadikan pedoman dalam menangani kasus-kasus 
penganiayaan hewan. penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan 
sumbang pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu 
pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan 
kenyamanan di lingkungan bermasyarakat 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Untuk meningkatkan pengetahuan juga wawasan dari penulis, Serta sebagai syarat 
kelulusan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Bagi Institusi Penegak Hukum  
Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penegakan hukum dalam 
pengambilan suatu keputusan maupun kebijakan terkait kasus tindak penganiayaan 
hewan di Indonesia. Sehingga pelaku tindak penganiayaan hewan dapat diadili 
seadil-adilnya. 
3. Bagi Masyarakat 
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Untuk menyebarkan pentingnya menyayangi hewan dan member edukasi bahwa 
menganiaya hewan yakni pelanggaran hukum, serta dapat dijadikan  referensi 
bacaan bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan topik sejenis. 
F. Metode Penelitian 
1) Metode Pendekatan 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yakni yuridis 
normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan 
berlandaskan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan denganpenelitian ini. Dengan melaksanakan pendekatan yuridis 
terhadap Pasal 302 dan 540 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Pendekatan. Serta pendekatan normatif 
terhadap pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum 
positif di Indonesia. 
2) Jenis Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
1.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
2.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan  
 Kesehatan Hewan  
3.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-   Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan  
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 
  Masyarakat Veteriner dan KesejahteraanHewan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak 
pidana penganiayaan hewan. Diperoleh dengan cara studi pustaka, 
mempelajari permasalahan dari beberapa buku, literatur, makalah, kamus 
hukum, serta melaksanakan pencarian data melalui internet. 
c.    Bahan Hukum Tersier 
Sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan maupun 
sebagai data pendukung yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan 
sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yakni dengan melaksanakan 
penelusuran-penelusuran di internet. 
3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Dalam penulisan penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara 
studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni cara pengumpulan data dengan 
membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan 
serta menganalisis peraturan perundang-undangan. 
4) Metode Analisa Bahan Hukum 
Data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis secara komperatif dan 
preksriptif. Menganalisa komperatifdengan berusaha untuk melaksanakan 
perbandingan antara Pasal 302 dan 540 KUHP dengan Undang-Undang No. 41 
tahun 2014. Serta secara preskriptif dengan melaksanakan tinjauan atas dampak 
dari suatu keputusan. Kemudian setelah itu ditariklah kesimpulan guna 





G. Sistematika Penulisan 
1. BAB I  
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
2. BAB II  
Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 
kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 
literatur review yang berhubungan dengan penelitian. 
3. BAB III  
Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan disusun dengan 
rumusan masalah sebagaimana dalam Bab II. 
4. BAB IV 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang 
diangkat. 
 
